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Abstrak

Kepemilikan tanah dalam hukum Islam bersifat komunalistik religius yang
penguasaannya ada pada negara dengan menambahkan bobot dan nilai teologis-
religius untuk membedakan dengan sistem kepemilikan aliran Sosialistik. Untuk
memperkuat pendapat di atas, penulis mengajukan dua argumentasi; Pertama,
argumentasi normatif-teologis yang menyatakan bahwa bumi dan isinya adalah milik
Allah yang penguasaannya ada pada negara. Kedua, argumentasi historis yaitu
dengan mengajukan bukti-bukti sejarah (historical evident) tentang gagasan
reformasi hukum kepemilikan tanah (/and reform) yang tercermin dalam berbagai
kebijakan pemerintah dimulai masa Nabi hingga para khalifah sesudahnya melalui
instrumen regulasi igfa’ dan hima. Konsep hukum kepemilikan masyarakat atas
tanah menurut Hukum Pertanahan Indonesia yaitu UU No. 5 Tahun 1960 dan Hukum
Islam memiliki persamaan pada tataran asas hukumnya, yaitu kepemilikan tanah
yang adil dan merata atas dasar persamaan di hadapan hukum dengan mendasarkan
pada nilai etika spiritual agama.

Kata kunci: komunalistik religius, kepemilikan tanah, land reform, igta’, hima
Abstract

Land ownership in Islamic law is religious communalistic and that the authority
belongs to the country by adding religious theological values to distinguish from the
ownership system of that in Sosialism. To strengthen the above statement, the writer
proposes two arguments; First, the theological normative arguments that claims that
the Earth and its content belong to Allah whose authorization is on the country.
Second, historical argument, that is by proposing historical evidences on the ideas of
land reform on land ownership that can be seen from the various government policies
beginning from the era of prophet Muhammad until the successor Khalifates using
instruments of igfa’ and hima. Land ownership according to Islamic law and
Indonesia agrarian law is the characteristic of communalistic-theistic-selective.
People ownership law concept upon land in Indonesia agrarian law that is law
number 5 of the year 1960 (UUPA) and Islamic law has an equality on basis
philosophical or basis of the law is to create land ownership system fairly and
smoothly based on the equality in front of law based on religious spiritual value.

Keywords: religious communalistic, land ownership, land reform, igta’, hima
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A. Pendahuluan

Keberadaan tanah selain' bernilai
ckonomis, juga bermakna religio-kosmis'
dan bahkan idiologis.”> Tanah dengan
berbagai kandungan isi dan fungsinya,
merupakan faktor produksi yang paling
penting. Manusia sebagai makhluk Allah
diberi mandat untuk mengelola bumi dan
isinya dalam kapasitas sebagai khalifah di
muka bumi. Untuk melakukan peran-
peran kekhalifahan manusia di atas bumi
meniscayakan perlunya kemampuan

manusia untuk bisa mengelola bumi

secara baik dan benar.> Secara normatif,
bumi dengan segala potensinya oleh
Allah diberikan kepada manusia sebagai
fasilitas hidup.

Dalam Islam, kepemilikan tanah
oleh seseorang dalam konteks individual
dalam relasi sosial secara yuridis diakui.
Pemilik tanah mempunyai kewenangan
untuk menggunakan (fasarrufj sesuai
dengan keinginannya. Kewenangan
manusm atas kepemilikan harta (property
right)* dalam kaidah hukum Islam
dilindungi dalam bmgka1 hifzu al-mal
sebagal salah satu prinsip al-kulliyat al-
khams®  Tanah, di sampmg sebagai
instrumen ekonomis, juga mempunyal
kandungan sosial-humanistik.®  Oleh
karena itu, Islam melarang praktek
monopoli asset/harta,” Dengan demikian,
pemilikan harta oleh seseorang haruslah
disertai dengan pertanggungjawaban
secara moral dan sosial.

Kepemilikan harta benda dalam
Islam berbeda secara idiologis dengan
sistem ekonomi liberal-kapitalistik dan
komunistik. Aliran liberal kapitalistik
memandang hak milik sebagai hak
mutlak, setiap orang (individu) bebas
untuk mencari, memiliki dan
menggunakan benda miliknya menurut
kemauannya sendiri ‘secara bebas
sechingga memberi ruang yang bebas
lahirnya  praktek  mofippoli  dan
eksploitasi untuk menindas kelompok
ekonomi lemah. Sedangkan sistem
ekonomi  komunisme/Marxis - tidak
mengakui hak milik perorangan, karena
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semua harta benda dimiliki dan dikuasai
‘oléh negara. % Islam berada‘di antara dua
ekstrimitas | ideologi  besar  yang
memposisikan scbagai sistem ekonomi
sintetis deng n mengcdepankan prinsip
moderatisme (a]—wasatzyat ).?

Kepemlhkan seseorang atas tanah
sebagaunana- kepemilikan atas harta
benda yang IZinya dalam konteks yuridis
maupun etikd sosial haruslah dipandang
sebagal kepefmhkan yang di dalamnya
juga harus 'fempertimbangkan aspek-
aspek yang iaermfat sosial. Kebebasan
seseorang tatas hak  propertinya
hakikatnya juga dibatasi oleh hak-hak
orang lain baik secara individual maupun
kelompok. Dalam konteks ini telah diatur
dalam hadis Nabi tentang fungsi-fungsi
sosial yang melekat pada hak milik atas
tanah dihubupgkan dengan kepentingan-
kepentingan orang lain dan public sphare
(ruang pubhk)

Dalam -I kaitan dengan konsep
kepemilikan ‘:atas tanah di atas, para
ulama membagi jenis hak milik menjadi
tiga. Pertama, bak milik individu (a/-
milkiyah al—kbassab) yaitu hak yang
dimiliki dleh individu untuk
menggunakaii hak miliknya secara
otonom. Kedua, hak milik kolektif (a/-
milkiyyah  al-ammal)  yaitu  hak
kepemilikan': yang  dimiliki oleh
masyarakat sccara bersama-sama atas
harta tertenrq Ketiga, hak milik negara
(al-milkiyah hil-daulah) yaitu hak yang
dimiliki oleh negara sebagai lembaga
yang diberi r&mndat oleh Tuhan melalui
rakyat untuk mengelola seluruh asset
untuk kepentingan bersama. 19 Ketiga
kategori haerepemlhkan tersebut dalam
kontek reladi sosialnya dimungkinkan
akan terjadinya persinggungan karena
perbedaan kepentmgan Nabi Muhammad
dalam kapaitasnya sebagai seorang
imam (kephla negara) mempunyai
otoritas untik membuat aturan hukum
dalam konteks bernegara.'!

Regulasi masalah pertanahan
dalam konteks negara Indonesia diatur
dalam Unéang-undang Nomor 5
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Tahun1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria. Lahirnya UUPA
sesungguhnya  merupakan  produk
perundang-undangan yang difungsikan
untuk merubah karakter negara kolonial
menuju negara yang merdeka, serta
menghapuskan bentuk kolonialisme dan
feodalisme yang menghambat kemajuan
rakyat melalui program land reform.'?
Agenda land reform adalah upaya
penataan kembali struktur kepemilikan
dan penguasaan tanah ditujukan untuk
mencapai keadilan, utamanya bagi
mereka yang sumber penghidupannya
bergantung pada produksi pertanian.'’
Lahirnya  paket regulasi UUPA
memberikan semangat populisme yang
berorientasi pada pengakuan hak-hak
tanah rakyat dan distribusi tanah negara
untuk kepentingan rakyat.

Masalah yang kemudian timbul
berkaitan dengan kewenangan
pemerintah berkaitan dengan regulasi
pertanahan baik dalam konteks fikih
maupun Undang-undang yaitu lahirnya
nuansa otoritarianisme penguasa
(pemerintah) untuk mencabut hak
kepemilikan tanah rakyat atas nama
pembangunan untuk kepentingan umum.
Problem epistemologis yang krusial dari
materi hukum pertanahan adalah konsep
tentang kepentingan umum,'* apa makna
dan kriteria kemaslahatan/kepentingan
umum sebagai dasar pembenaran
intervensi pemerintah dalam pembatasan
hak milik tanah warga negarannya.

Dengan mendasarkan pada
kerangka pemikiran di atas, tulisan ini
merupakan studi perbandingan antara
hukum Islam dan Hukum Agraria
Nasional yang fokus kajianya terbatas
pada pokok-pokok bahasan sebagai
berikut, subyek dan obyek hak milik atas
tanah, terjadinya hak milik atas tanah,
pendaftaran dan pencabutan hak milik
atas tanah, pelimpahan dan pengelolaan
hak milik atas tanah. Pendekatan yang
digunakan tulisan ini adalah normative
legal research yaitu penelaahan hukum
normatif dengan memusatkan kajian pada
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interpretasi teks al-Qur’an, Hadis, dan

kitab fikih yang ditulis para ulama empat

Mazhab dan UU No. 5 tahun 1960.

B. Perdebatan Teoritis Hukum
Pemilikan Tanah

Konsep hubungan hukum
menunjukkan adanya dua segi yang tarik
menarik, yaitu adanya hak dan
kewajiban,”> baik hak dan kewajiban
yang sifatnya satu pihak saja maupun
yang melibatkan dua pihak. Hubungan
hukum yang sifatnya satu pihak seperti
hubungan hukum antara seseorang
dengan hak miliknya. Sedangkan
hubungan hukum yang melibatkan dua
pihak seperti peristiwa jual beli yang
melibatkan penjual dan pembeli dengan
hak dan kewajiban masing-masing.'®

Hukum melindungi kepentingan
seseorang dengan cara memberikan suatu
kekuasaan kepadanya untuk bertindak
dalam rangka memenuhi kepentingannya.
Pengalokasian  kekuasaan  dilakukan
secara terukur, dalam arti ditentukkan
keluwasan dan kedalamannya. Kekuasaan
yang demikian itulah yang disebut
dengan hak. Dengan demikian, tidak
setiap kekuasaan dalam masyarakat itu
disebut sebagai hak, melainkan hanya
kekuasaan tertentu saja, yaitu kekuasaan
yang diberikan oleh hukum kepada
seseorang.'’ Ketika seseorang secara
hukum memiliki hak, maka dengan hak
tersebut, mensyaratkan adanya kewajiban
bagi oraneg lain untuk menghormati hak
tersebut.'

Dalam kajian hukum, ada beberapa
ciri yang selalu melekat pada hak.
Pertama, hak dilekatkan pada seseorang
yang disebut sebagai pemilik atau subyek
dari hak itu. Kedua, hak tertuju pada
orang lain, yaitu sebagai pemegang
kewajiban. Antara hak dan kewajiban
mempunyai hubungan yang korelatif.
Ketiga, hak yang ada pada seseorang
mewajibkan pada orang lain untuk
melakukan (commission) atau tidak
melakukan (omission) suatu perbuatan.
Hal ini disebut sebagai isi hak. Keempat,
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commission dan omission menyangkut
sesuatu yang disebut sebagai obyek dari
hak. Kelima, setiap hak mempunyai titel,
yaitu peristiwa tertentu yang menjadi
alasan melekatnya hak -itu pada
pemiliknya,'?

Untuk mengkaji teori hak milik,
gagasan John Locke tentang .hak milik
pribadi penting untuk dibahas. Menurut
Locke, hak milik pribadi mempunyai dua
pengertian, yaitu pengertian secara umum
dan pengertian secara khusus. Gagasan
Locke di atas, adalah dimaksudkan untuk
membantah pendapat Robert Filmer
(1588-1653) yang menyatakan bahwa
raja adalah bapak dari anak-anaknya,
yang memerintah dengan sewenang-
wenang dan raja tidak bisa dibantah.
Menurut  Filmer, dengan  sistem
pemerintahan monarki, rakyat adalah
milik pribadi sang raja. Kekuasaan raja
diberikan oleh Tuhan. Penolakan Locke
tethadap  Filmer didasarkan pada
argumentasi bahwa Tuhan memberikan
mandat kepada raja tidak untuk
melakukan kesewenang-wenangan,
karena Tuhan adalah pribadi yang
rasional dengan memberikan kemampuan
yang cukup kepada manusia untuk
melaksanakan kehendakNya.?

Teori kepemilikan individual dari
perspektif falsafi dijelaskan melalui teori
metafisis yang berkembang apada abad
ke-19 sebagai teori yang dimaksudkan
untuk mengganti teori hukum alam pada
abad ke-17 dan ke-18. Teori metafisis
mendasarkan pada konsep manusia yang
abstrak, seperti yang digagas oleh
Immanuel Kant, Hegel sampai kaum
positivis seperti Spencer.?'

Teori kepemilikan yang lain adalal;

teori yang menyatakan sebaliknya, bah w'

kepemilikan bersifat kolektif. Teori T

dibangun berdasarkan pada, teon—teon
sosiologis  yang menda‘sarkgp pada
adanya pergerakan konsep pemilikap dari
individualistik kepada pemilikan-; ,’lgo*lektxf,
meskipun tidak sampai-pada’ pénghapusan
hak milik pribadi. Leon Dugmt mxsalnya
menyatakan, hak milik ©  hdrus
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melaksanakan fungsi-fungsi - .sosial.
Meriurut- Munir Fuady, konsep hak-milik
inilah yang - dianut dalam -tata- hukum
Indonesia tentang benda seperti dalam
hukum perts Indonesia. Teori
pemilikan laitfi yang lebih' ‘berdimensi
sosiologis de¢ngan mempertimbangkan
dimensi sosialistik adalah teori .utilitas
sosial (social utilitarian) dan teori
ekonomi sosial. Perlawanan yang ekstrim
terhadap teori pemilikan pribadi atas
dasar kebebasan individu, datang dari
kaum komunis’:yang-dipelopori oleh Karl
Marx yang menyitakan milik pada
prinsipnya ada pada negara, dan
pemxhkan rakyat hanya sebatas hak
pakai.”? i

Falsafali: bangsa Indonesia dalam
konsep hubungan antara manusia dengan
tanah menempatkan individu dan
masyarakat sebagai kesatuan yang tak
terpisahkan (dwitunggal) bahwa
pemenuban ! kebutuhan  seseorang
terhadap  tagah  diletakkan  dalam
kerangka kebutuhan seluruh masyarakat
sehingga hubiingannya tidak bersifat
individualistis,'; tetapi bersifat kolektif
dengan tetap memberikan tempat
terthadap haks perseorangan. Dengan
kerangka sepel"tl ini, hak-hak perorangan
atas tanah t1d bersifat mutlak, tetapi
selalu ada batgsannya, yakni kepentingan
orang lain, at atau nragara.23

Negara‘ erupakan mtegrasx dari
kekuasaan po] itik, negara juga adalah
organisasi pc))ac:k dari kekuasaan politik.

Negara ada alat (agency) dari
masyarakat yahg mempunyai kekuasaan
untuk men étur hubungan-hubungan
manusia ¢ ?am masyarakat  dan
menertibkan :gejala-gejala  kekuasaan
dalam masyara!kat Manusia hidup dalam
stsana kerjabama, sekaligus suasana
antagonis  dah penuh  pertentangan.
Negara adalah organisasi yang dalam
suatu  wilaydh .dapat memaksakkan
kekuasaannya% becara. sah terhadap semua
golongan keKuasaan lainnya dan dapat
menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan
bersama.?®. - Hans- Kelsen mengartikan
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negara sebagai sistem hukum yang
merupakan personifikasi dari komunitas
hukum nasional tertentu.””

Teori lain yang disebut dengan
teori dominasi memandang negara
sebagai suatu bentuk hubungan antara
satu pihak yang memerintah dengan
pihak lain yang mematuhi perintah. Dari
segi pendekatan politik, pemaknaan
negara seperti di atas mencerminkan
karakter negara yang mengatur dengan
penggunaan  paksaan. Penggunaan
paksaan merupakan salah satu unsur
terpenting dalam pandangan hukum
sehingga negara dapat menjalankan
kekuasaannya di  bidang hukum.
Tindakan hukum negara bukan hanya
melaksanakan tatanan hukum, melainkan
juga tindakan membuat tatanan hukum,
schingga negara dapat disebut sebagai
personifikasi dari kesatuan tatanan
hukum.”® Negara mempunyai dua sisi,
satu sisi negara berwujud perangkat
institusi/lembaga dan sisi lain negara
adalah perangkat hukum. Dua sisi negara
tersebut berfungsi untuk melayani dan
mengatur kepentingan masyarakat.”’

Secara garis besar, perdebatan
terkait dengan property law pada
umumnya mengacu pada tiga
aliran/mazhab hukum ekonomi besar
yaitu  sistem  ekonomi  Kapitalis
(ra'sumaliyah), Sosialis (isytirakiyalh) dan
ekonomi Islam. Masing-masing sistem
ekonomi mempunyai basis filosofis dan
kerangka paradigmatik yang berbeda
prinsip-prinsip dasarnya.

Diskursus hak atas tanah dalam
Islam juga menjadi perdebatan di
kalangan ulama. Dalam khazanah ilmu
fikih, kajian tentang pertanahan masuk
dalam kategori fikih muamalah.® Watak
dari kajian fikih muamalah bersifat
terbuka untuk dilakukan pengembangan
melalui kerja intelektual yang disebut
dengan ijtihad. Sebagai konsekuensi dari
kajian yang bersifat ijtihadiyah, maka
diskursus kepemilikan tanah dalam fikih
Islam menjadi kajian yang sangat terbuka
dan dinamis dan  selalu  bisa
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menyesuaikan dengan tuntutan ruang dan
waktu (historisitas). Dinamika kajian
maupun kebijakan atas hukum pertanahan
di berbagai negara juga menampilkan
watak yang juga dinamis. Masing-masing
negara mempunyai karakteristik khas
dalam merumuskan program land
reform-nya khususnya terkait dengan
batasan hak kepemilikan antara rakyat
dan negara.

Akar perdebatan terkait dengan
otoritas pemerintah membuat regulasi
tanah berporos pada konsep hak milik
(property rights). Ibrahim al-Khatib,”
Muhammad Bagir Sadr (1353-1400
H./1935-1980 M.),® Wahbah al-
Zuhaili,’!  Taqiyuddin  al-Nabhani®
membagi hak milik atas tanah ke dalam
tiga macam yaitu hak milik individu, hak
milik komunal dan hak milik negara.
Dalam bahasa lain, Ahmad H. Mustafa
dan Hossein G. Askari,”’ dan Amir Kia
membagi kepemilikan dengan istilah
private,  public and  government
ownership. Kepemilikan individu atas
hartanya dibatasi oleh kepentingan
individu-individu lainya.**

Di kalangan pemikir Islam terjadi
perdebatan  teoritis  tentang  hak
kepemilikan tanah. Sebagian mengajukan
teori bahwa hak kepemilikan dalam
sistem ckonomi Islam merupakan jalan
tengah antara Kapitalisme dan Sosialisme
yang mengakui kepemilikan pribadi
sekaligus kepemilikan kolektif. Sistem
ekonomi Islam mengambil jalan tengah
di antara dua ekstrimitas sistem Kapitalis
dan Sosialis. Pendapat ini disampaikan
antara lain oleh Syed Nawab Haider
Naqvi,”> Abu A'la al-Maududi (1903-
1979),°® Yusuf Kamal,”” Kamil Musa,*®
Mirza Mohammad Hussain,” dan
Afzalur Rahman (1915-1998).%

Berbeda dengan gagasan para
pemikir di atas, Muhamad Baqir Sadr
(1353-1400 H./1935-1980 M.), Ahmad
al-Husaini dan Asghar Ali Engineer
justeru berpendapat bahwa kepemilikan
tanah dalam Islam bersifat komunalistik
yang penguasaannya ada pada negara.
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Ahmad al-Husaini mengajukan teori
pewarisan yang menyatakan bahwa
hakikat pemilik atas tanah adalah Allah.
Kepemilikan seseorang atas tanah tidak
lebih sebagai pewarisan yang Allah
percayakan kepada manusia. 1 Dengan
argumentasi yang sama, Asghar Ali
Engineer mengajukan teori yang ia sebut
sebagai teori perwalian (theory of
trusteeship) yang menyatakan bahwa
Allah adalah pemilik sejati dan manusia
memlhkmga hanyalah sebuah titipan

dari-Nya.** Sedangkan Abdel Hameed
M. Bashir mengajukan teori kepemilikan
yang substansinya sama dengan Asghar
Ali Engineer yang ia sebut dengan teori
khilafah (stewardship theory) yang spirit
dasar dari teori ini adalah gagasan
pertanggung]awaban pemilik aset yang
berdimensi teolog1s

C. Perbandingan Hukum Pemilikan

Tanah
1. Subjek Hak

Pada prinsipnya, setiap orang
(natuurlijke persoon) merupakan subjek
hukum dan setiap subjek hukum, pada
dasarnya menyandang hak seckaligus
kewajiban. Dalam lapangan hukum
perdata, setiap hak dari subjek hukum
yang satu  mensyaratkan hadirnya
kewajiban pada subjek hukum yang
lainnya. Kapasitas untuk menyandang
hak dan kewajiban memberi kepada
subjek hukum suatu kemampuan ‘untuk
melakukan perbuatan hukum, meskipun
dalam kenyataannye, tidak setiap subjek
hukum memenuhi kelayakan untuk
melakukan perbuatan hukum.* Dalam
praktiknya, tidak selaln hak dan
kewajiban itu hadir dan melekat secara
bersamaan. Kecakapan bertindak dalam
hukum merupakan syarat subjektif.
Kecakapan bertindak dalam banyak hal
berhubungan dengan masalah
kewenangan bertindak dalam hukum.
Syarat kecakapan lebih dahulu ada, baru
kemudian dilihat kewenangannya untuk
bertindak dalam hukum.®
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Konsep hEak milik rakyat atau warga
negara sebagaj individu atas tanah dan
pembatasannya dalam konteks sebagai
warga negard| ataupun rakyat menurut
konsepsi Hukpm Pertanahan Indonesia
secara jelas; di atur scbagaimana
tercermin dalam pasal-pasal UUPA.
Dalam pasal 9)ayat 2 disebutkan "Tiap-
tiap warga negara Indonesia, baik laki-
laki maupuil  wanita mempunyai
kesempatan ‘| yang sama untuk
memperoleh suatu hak atas tanah serta
untuk mendaf)at manfaat dan hasilnya,
baik bagi !jdiri sendiri maupun
keluarganya".
Dalam }erspektif Hukum Islam,

konsep  kepemilikan  individu/rakyat
termasuk di dalamnya kepemilikan atas
tanah  tidaklah  bersift  mutlak.
Kepemilikan i‘cswrang atas hartanya
haryslah  mgnjalankan  fungsi-fungsi
sosialnya, Kebgbasan seseorang atas hak
miliknya 18 tunduk pada batasan-
batasan kemdslahatan orang lain yang
berdimesi luas yaitu mnilai kemaslahatan
umum, *¢ Pémegang  otoritas  yang
membuat batgsan-batasan dalam bentuk
regulasi dﬂakukan oleh pemerintah.
Dengan de lan pembatasan hak milik
itu haruslah ‘didasarkan pada batasan.
batasan resmii!melalui perangkat hukum
dalam bentuk ﬁndang-undang atau ganun
(al-quyid al‘ganimiyyat). 47" Kedudukan
Undang-undan sebagai produk legislasi
merupakan ijud dari kontrak sosial
untuk  menj keadilan.®*  Paket
regulasi pembatasan hak milik atas tanah
oleh negara harus didasarkan pada asas
menciptakan kepentmgan umum. *

Setiap ogang, baik laki-laki maupun
perempuan mel'npunyal kesempatan yang
sama untuk melakukan suatu aktivitas
ekonomi schmgga akan menghasilkan
sesuatu scsuau dengan tingkat prestasinya
sebagaimana dmyatakan al-Qur'an surat
al-Nisa' ayat'’ 32.°° Makna ayat ini
menurut M.Aifl Mannan merupakan akar
dari konsep Képemilikan pribadi sebagai
lembaga yang diakui dalam Islam.
Kepemilikan pfibadi memiliki peran yang
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sangat signifikan dalam pengembangan
produktivitas modal dalam sektor
eckonomi yang bervariasi sehingga
meningkatkan perdapatan nasional dan
kesejahteraan individual.”'

Perbedaan atribut keagamaan
dalam Hukum Islam, berkonsekuensi
pada perbedaan hak dan kewajiban
hukum dalam kepemilikan tanah. Pemilik
tanah yang muslim akan berbeda dengan
pemilk yang non muslim. Penegasan
identitas agama menjadi faktor pembeda
karena perspektif politik
kewarganegaraan dalam terminologi
hukum Islam Islam masih dibingkai oleh
kategorisasi negara Islam (dar al-Islam)
dan negara bukan Islam (dar al-harb).
Oleh karena itu politik kewarganegaraan
dipilah menjadi warga negara muslim,
kafir harbi atau kafir zimmi. Hal ini
berbeda dengan asas kepemilikan tanah
dalam UUPA dilihat dari subjeknya
berdasarkan asas kebangsaan
(nationality).

2. Terjadinya Hak Milik atas Tanah

Tanah sebagai harta yang bernilai
ekonomi memiliki karakteristik khusus
dalam hal perolehannya. Perolehan hak
atas tanah bersifat originair yang berarti
bersifat given dari Tuhan yang bahan
bakunya sudah ada sebelum manusia
lahir.’* Berbeda dengan kepemilikan
harta lainnya yang bersifat derivative
yang perolehannya melalui kerja keras
dari manusia untuk memperolehnya.”
Hak milik atas tanah oleh rakyat dapat
terjadi melalui 3 cara sebagaimana diatur
dalam Pasal 22 UUPA, pertama,
terjadinya hak milik menurut hukum adat,
kedua, berdasarkan penetapan pemerintah
dan ketiga berdasarkan ketentuan
undang-undang. Pertama, Hak Milik
terjadi menurut hukum adat yaitu dengan
jalan pembukaan lahan baru, misalnya
pembukan lahan hutan sebagai lahan
pertanian atau perkebunan. Kedua,
terjadinya hak milik atas tanah karena
penetapan pemerintah yang diambil dari
tanah negara. Hak Milik atas tanah ini
terjadi karena permohonan pemberian
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Hak Milik atas tanah oleh pemohon
dengan prosedur dan persyaratan yang
telah ditentukkan oleh Badan Pertanahan
Nasional. Ketiga, Hak milik atas tanah
terjadi karena ketentuan undang-undang
yaitu melalui konversi.

Dalam hukum Islam, penguasaan
seseorang atas suatu benda yang belum
ada pemiliknya (gt 1 e s5=¥) melahirkan
hak kepemilikan. Dengan demikian sifat
kepemilikan berdasarkan cara ini adalah
kepemilikan yang bersifat baru yang
didasarkan pada sebab kepemilikan yang
dihasilkan dari proses kerja (. ..). Hal
ini berbeda dengan sebab kepemilikan
yang bersifat verbal melalui transaksi
seperti akad jual beli.**

Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa',
kepemilikan barang mubah® ini bisa
terjadi  jika proses  pemilikannya
memenuhi dua syarat. Pertama, benda
terssbut belum  pernah  dimilliki
sebelumnya oleh seseorang. Dalam hal
ini terdapat kaidah figh " &b 1 70 M g 0
" (barang siapa yang lebih dahulu
menguasai barang mubah, maka ia adalah
pemiliknya). Kedua, ada niatan dari
seseorang untuk memilikinya. Syarat
perlunya niat ini di dasarkan pada kaidah
fikih *>*" wasiiy 9 " (bahwa perbuatan itu
sangat tergantung pada niatnya).

Kepemilikan melalui penguasaan
benda yang mubah dapat diperoleh
melalui empat cara, yaitu ifiya’ al-mawat,
penguasaan atas barang tambang dan
benda-benda yang tersimpan dalam
tanah, perolehan barang yang mubah dan
kepemilikan melalui berburu. Dari empat
cara kepemilikan melalui pengusaan
barang mubah ini, penulis hanya
mengkaji tiga hal saja ihya’ al-mawat,
penguasaan atas barang tambang dan
benda-benda yang tersimpan dalam
tanah, perolehan barang yang mubah.

3. Pendaftaran Hak Milik atas Tanah

Di Indonesia, ketentuan pendaftaran
tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah
No. 10 Tahun 1961, yang kemudian
disempurnakan dengan keluarnya
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Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
dan berlaku efektif pada 8 Oktober tahun
2007. Peraturan Pemerintah tentang
pendaftaran tanah merupakan perintah
dari UUPA pasal 19 yang menyatakan "
Untuk menjamin kepastian hukum oleh
pemerintah dilakukan pendaftaran tanah
di seluruh wilayah Republik Indonesia
menurut ketentuan-ketentuan yang diatur
dengan Peraturan Pemerintah". Adapun
kegiatan pendaftaran meliputi kegiatan
pengukuran, penetapan, dan pembukuan
tanah, peralihan hak atas tanah dan
pemberian surat-surat tanda bukti hak
atas tanah.’ Tujuan pendaftaran tanah, di
samping untuk memberikan kepastian
hukum hak atas tanah bagi pemiliknya,
juga dimaksudkan untuk menyediakan
informasi kepada pihak-pihak yang
berkepentingan termasuk pemerintah agar
dengan mudah memperoleh data yang
diperlukan dalam mengadakan perbuatan
hukum terhadap tanah dan satuan-satuan
rumah susun yang ada di atasnya.

. Dalam hukum Islam, pemberian
izin dari seorang imam kepada mereka
yang akan membuka lahan baru bisa
sebatas hak untuk memanfaatkan lahan
saja (fagq al-intif7) tidak untuk memiliki
lahannya. Hak pemanfaatan lahan atas
lahan mati juga dibatasi sesuai dengan
batas-batas yang dibuat oleh pemerintah.
Hakikat tanah terlantar posisi hukumnya
adalah milik kolektif —masyarakat,*®
Urgensi pengaturan menejemen
kepemilikan khususnya persoalan
legalitas hak atas tanah dalam bentuk
bukti otentik secara yuridis, telah diberi
contohnya oleh Rasulullah dan para
sahabatnya.

Ketentuan pencatatan hak
kepemilikan tanah oleh pemerintah dalam
bentuk akta tanah secara metodologis
mendasarkan pada dasar pemikiran
bahwa transaksi kepemilikan tanah
merupakan perbuatan hukum  yang
bernilai ekonomis tinggi sehingga bukti
kepemilikannya juga harus mendasarkan
pada bukti hukum. Adanya bukti hukum
memberikan jaminan terlindunginya hak-
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hak hukum bagi pemegang hak milik atas
tanah  sekaligus untuk menghindari
pelanggaran atas hak tersebut. Dalam
ilmu ushul figh, ketentuan pencatatan
transaksi pertanahan di hadapan hukum
negara didasdrkan pada argumentasi
hukum  saddal-zarfal” yaitu menutup
lahirnya kemadharatan dengan berpegang
pada kaidah fikih "dar’ al-mafasid awla
min Jjalb almasalif"® vyang berarti
mencegah  dampak  negatif lebih
didahulukan ' daripada menarik
kemaslahatan.

4. Pencabutan Hak milik atas Tanah

Dalam hikum Pertanahan Nasjonal
Indonesia, diatur dalam ketentuan
hapusnya hak milik dalam UUPA Pasal
27 yang menyatakan bahwa hak milik
atas tanah akan hapus karena dua sebab
yaitu pertama; tanahnya jatuh kepada
negara dan kedua, tanahnya musnah.
Tanah menjadi milik negara karena
pencabutan hak, karena penyerahan
secara suka relta oleh pemiliknya, karena
ditelantarkan atau karena ketentuan pasal
21 ayat 3 dan Pasal 26 ayat 2.%' Dengan
memperhatikatf ketentuan ini, negara
mempunyai otdritas untuk mengatur hak
atas tanah dan negara berhak mencabut
hak tersebut 'liika kepentingan umum
menghendakinya.

Dalam Hi Islam, prinsip dasar
sebab kepemilikan adalah perpindahan
hak yang didasarkan pada prinsip rela
(suka sama suka) sebagaimana surat al-
Nisa' ayat #29.2 Namun demikian
dimungkinkan Eladanya pencabutan hak
milik dari peinilknya tidak didasarkan
asas suka rela ‘demi kemaslahatan umum,
yaitu untuk nienghindari lahirnya ekses
negatif yang I&bih banyak (al-garar al-
‘amm), diban(iing kemaslahatan yang
bersifat spesi:ﬁk dan individual (al-
maslahah al—!{{)éfs,s'ab). Persoalan hukum
pencabutan hak milik pribadi menjadi
hak milk mas t (ta'min)® selaln
menjadi perdebatan di kalangan ulama.
Status hukum’ pencabutan hak milik
individu (z#az’v al-milkiyyah) berbeda-
beds disesuaikan dengan situasi dan
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kondisinya. Kaidah hukum umumnya dibenarkan (zalim) baik pencabutan hak
bahwa pengakuan Islam atas hak milik milik dalam relasi hak milik individu
individu menjadikan upaya pencabutan oleh negara atau pencabutan oleh
hak milik adalah perbuatan yang tidak individu atas hak milik masyarakat.
No Aspek UUPA Hukum Islam

1 | Subjek Hak Warga Negara Indonesia | Warga Negara Muslim baik laki-
(WNI) baik laki-laki maupun | laki maupun perempuan. Asas
perempuan. Asas pelekatan | pelekatan hak  nasionalitas-
hak nasionalitas-teritorial. | religius. Atribut pembedanya
Atribut pembedanya adalah | adalah status Muslim dan Non
WNI dan WNA. (Pasal 9 , 11 | Muslim, Dar al-Muslim dan Dar
dan Pasal 21) al-Harb.

2 | Objek Hak Tanah  dalam  pengertian | Tanah dalam pengertian
permukaan bumi. Kekayaan | permukaan bumi. Kekayaan
alam di dasar bumi (bahan | alam di dasar bumi (a/-ma'adin)
tambang) adalah milik negara. | adalah milik negara.

(Pasal 4)
3 | Terjadinya Hak atas tanah terjadi melalui | Hak atas tanah terjadi melalui
Hak tiga cara yaitu melalui hukum | pertama, melalui penguasaan

adat (hak buka lahan), | barang yang belum ada
penetapan pemerintah  dan | pemiliknya melalui Jhya al-
berdasarkan ketentuan undang- | Mawat (hak buka lahan), dan

undang. (Pasal 22) kedua melalui Iqtha yaitu
pemberian tanah oleh
pemerintah

4 | Peralihan Hak | Peralihan hak atas tanah terjadi | Peralihan hak atas tanah melalui
1). melalui akad jual beli | akad jual beli, waris, hibah,
(Pasal 20 ayat 2 Jo. Pasal 26). | wasiat dan wakaf.

2). Melalui Hibah (PP. NO. 24
/ 1997), 3) melalui pewarisan
(PP. NO. 24 / 1997). 3) melalui
perwakafan Pasal 49 UUPA
dan UU. No. 41/2004)

5 | Pendaftaran Untuk menjamin kepastian | Untuk  menjamin  kepastian
Hak hukum dilakukan pendaftaran | hukum dilakukan pendaftaran
atas tanah milik (Pasal 19 | atas tanah milik. Ada beberapa
UUPA, Jo. PP. No. 24 / 1997). | preseden historis berupa Hadis

Pencatatan bukti pemilikan | tentang perlunya
tanah berwujud akta tanah . pendaftaran/legalisasi pemilikan
tanah.
6 | Pencabutan Ketentuan Pencabutan hak | Ketentuan pencabuan hak atas
Hak milik atas tanah diatur dalam | tanah (naz'v al- milkiyah, atau

pasal 21, 25 dan 27 UUPA. | tahdid al-milkiyah) dilakukan
Pencabutan hak atas tanah |oleh negara atas  dasar
didasarkan pada alasan | kemaslahatan umum dengan
kepentingan umum. pemberian ganti rugi.

Tabel : Perbandingan konsep pemilikan rakyat atas tanah menurut UUPA dengan Hukum
Islam.
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D, Penutup

"Rakyat sebagai subyek hak’ dalam
" UUPA adalah Warga Negara Indonesia
(WNI) baik laki-laki maupun perempuan.
Pelekatan hak berdasarkan asas
nasionalitas-teritorial yang
berkonsekuensi pada perbedaan atribut
kewarganegaraan antara WNI dan WNA.
Sedangkan dalam Hukum Islam subjek
hak adalah warga negara muslim baik
laki-laki maupun perempuan. Asas
pelekatan haknya adalah nasionalitas-
religius. Atribut pembedanya adalah
status Muslim dan Non Muslim, dar a/-
muslim -dan dar al-harb. Dengan
demikian faktor' pembeda antara Hukum
Pertanahan Indonesia dengan Hukum
Islam dalam masalah subjek hak terletak
_pada atribut subjek yaitu identitas
keagamaan antara muslim dan non
muslim dan antara dar a/-fs/lam dengan
dar al-harb. Sementara itu, objek tanah
pemilikan rakyat baik dalam Hukum
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2004), hlm. 570.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, Muhammad. a/-Milkiyah
wa Nazariyah al-‘Aqd fi al-
Syari'ah al-Islamiyyah. Kairo: Dar
al-Fikr al-'Araby, 1996.

Ahida, Rida. Keadilan Multikultural.
Jakarta: Ciputat Press, 2008.

Ahmad al-Husaini, Abu Nasr. al-
Milkiyyah fi al-Islam. Kairo: Dar
al-Kutub al-Harbisah, 1952.

Ali Engineer, Asghar. Islam dan Teologi
Pembebasan, terj. Agung
Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1999.

Arrasjid, Chainur. Dasar-dasar Ilmu
Hukum. Jakarta: Sinar Grafika,
2001.

Budiarjdo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu
Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2008.

C. Y Yiu, SK. Wong dan Y. Yiu "
Property Management as Property
Rights Governance" Property
Management, ABI/INFORM
Global, 2006.

Al-Daruqutni, Abu al-Hasan. Sunan al-
Darugutni, Bairut: Dar al-
Ma'rifat, 1966.

Erwiningsih, Winahyu. Hak Menguasai
Negara atas Tanah. Yogyakarta:
Total Media, 2009.

Farhat, Muhammad Luthfi. Maalim
Nazariyah Iqtisadiyah al-Jadidah.
Kairo: Jamiat al-Fatih, 1986.

Fuady, Munir. Perbandingan Hukum
Perdata. Bandung: Citra Adtya
Bakti, 2005.

Hak Milik Atas Tanah dalam Perspektif Hukum Islam

di-llalldill] v vz

Jurnal Kajian Hukum Islam

H. Mustafa, Ahmad dan G. Askari,
Hossein "The Economic
Implications of Land Ownership
and Land Cultivation in Islam",
dalam Munawwar Igbal (ed),
Distributive Justice and Need
Fulfilment in an Islamic Economy.
Islamabad: International Institute
of Islamic Economics, 1996.

Hadikusuma, Hilman. Bahasa Hukum
Indonesia. Bandung: Alumni,
1992.

Hasaballah, Ali. Usul al-Tasyri al-Islami.
Kuwait: Dar al-Qalam, t.t.
Hussain, Mirza Mohammad. Islam and
Socialism. Lahore  Pakistan,

Muhammad Ashraf, tt.

Ibn Adam, Yahya. Kitab al-Kharaj.
Kairo: Dar al-Turats, t.t.

Ibn Muflih, Abdullah. A/-Mubda. Bairut:
al-Maktabah al-Islami, 1400 H.

Ibn Salam, Abu Ubaid al-Qasim. Kitab
al-Amwal. Bairut: Dar al-Kutub
al-Ilmiyah 1986.

Kamal, Yusuf. Al-Islam wa al-Mazahib
al-Iqtisadiyyah al-Mu'asirah.
T.tp: Dar al-Wafa: 1990.

Kelsen, Hans. Pengantar Teori Hukum,
terj. Siwi Purwandari. Bandung:
Nusa Media, 2009.

Khalid, Adnan. A/-Mazhab al-Iqtisadi al-
Islami. Jidah: Maktabah al-
Sawadi, 1990.

Al-Khatib, Mahmud ibn Ibrahim. A/-
Nizam al-Iqtisad al-Islami fi al-
Islam. Riyad: Maktabah al-
Haramain, 1989.

Kia, Amir. "A Non-Technical Primer on
Private Ownership in Islam"
Journal of Bisnis Inquiry, 2007.

M. Bashir, Abdel Hameed "Property
Rights, Institution and Economic
Development: In Islamic
Perspective", Humanumics, Vol
18 No. 3/4, 2002.

Marshall,  Alfred.  Principles  of
Economics. London: Macmillan
And Co., Limitted ST. 1952.

269



GR™IIIGIIGERY ™ Tt &2

Jurnal Kajisn Hubum lsiam

Al-Maududi, Abu A'la. Usus al-Iqtisad
bayna al-Islam wa al-Nuzum al-
Mu'asirah, terj. Imam Munawwir.
Surabaya: Bina Ilmu, 2005. -

Muljadi, Kartini dan Widjaja. Gunawan,
Hak Istimewa, Gadai & Hipotek.
Jakarta: Kencana, 2005.

Al-Nabhani, Tagiyuddin. The Economic
System of Islam. London: Al-
Khilafah Publications, 1990.

Noor, Aslan. Konsep Hak Milik atas
Tanah Bagi Bangsa Indonesia di
Tinjau dari Ajaran Hak Asasi
Manusia. Bandung: Mandar Maju,
2006.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu  Hukum.
Bandung: Citra Aditya Bakti,

- 2006.

S.W Sumardjono, Maria. Kebijakan
Pertanahan antara Regulasi dan
Implementasi. Jakarta: Penerbit
Buku Kompas, 2005.

Sadr, Muhammad Baqr. Igtisaduna.
Bairut: Dar al-Ta'rif li al-Matbuat,
1981.

Sait, Siraj dan Lim, Hilary. Islam, Land
& Property: Research Series.
Nairobi: UN-HABITAT, 2005.

Small, Garrick "The Dimensions of
Human Action and Property",
Pacific Rim Property Research
Journal, Vol. 9 No. 3 Desember
2003.

Smith, Donald Eugene. Religion and
Political Development. Canada:
Litle Brown and Company, 1970.

270

Suryadi, Budi, iS‘osiologi Politik: Sejarah,
Definisi dan  Perkembangan
Konsep, Jogjakarta: IRCiSod,
2007.

Sutedi, Adna{l Peralihan Hak atas
Tanah .. dan  Pendaftarannya.
Jakart& Sinar Grafika, 2007.

Al-Suyuti, Abdurahzmn ibn Abi Bakar.
Al-Asybah wa al-Naza’ir. Bairut;

Dar al-Kutub al-Iimiyyah, 1403

H. i

Al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa. Al
Muwafagat. Bairut: Dar al-
Ma'rifat, t.t.

Thaha, Ghani. Hastn. Hag al-Milkiyyah.
Kuwaii? al-Jamiah  al-Kuwait,
1977. |

Tucker, Mary Evelyn and A. Grim, John.
"Introdiction: The Emerging
Alliance of World Religions and
Ecology" Deadalus. 130.

Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman,
Dasar-dasar Pembinaan Hukum
Figh Islam Bandung: PT al-
Ma'anﬁ,1986

Ya'kub ibn Ibrakim, Abl Yisuf. Kitab
al-Khdrraj. Pakistan: Idarat al-
Quran’ wa  al-Ulum  al-
Islamiyyah, 1987.

Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. al-Madkhal
al-Figh al-’Am. Bairut: Dar al-
Fikr, 1968.

Al-Zuhayli, Wahbah. Al-Figh al-Islam
wa Adiflatuh. Bairut: Dar al-Fikr,
tt.

N Ridwan



	Image_00001
	Image_00002
	Image_00003
	Image_00004
	Image_00005
	Image_00006
	Image_00007
	Image_00008
	Image_00009
	Image_00010
	Image_00011
	Image_00012
	Image_00013
	Image_00014

